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ABSTRAK

Salah satu cara yang digunakan dalam hukum Islam untuk memperoleh
harta adalah dengan perantara warisan. Warisan ialah harta yang didapatkan
seseorang setelah pewaris meninggal kepada ahli warisnya. Syariat Islam
menetapkan ketentuan tentang waris dengan sangat sistematis, teratur, dan penuh
dengan nilai-nilai keadilan. Di dalamnya terdapat hak-hak kepemilikan bagi setiap
manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang dibenarkan oleh
hukum. Fenomena yang terjadi di masyarakat ialah ketika terdapat seseorang
Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dengan harta pensiun yang cukup
besar akan banyak pihak yang menginginkan harta pensiun tersebut dibagi
sebagaimana pembagian harta peninggalan pada umumnya, padahal jika kita kaji
lebih dalam akan menimbulkan kerancuan dalam posisinya apakah uang pensiun
tersebut dibagi sebagaimana mestinya atau kepemilikan uang tersebut adalah hak
bagi pihak-pihak tertentu sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-
undang kepegawaian.

Penelitian ini mengambil suatu pokok permasalahan yang dibahas di
skripsi ini adalah tentang bagaimana prinsip-prinsip kewarisan dalam hukum
Islam? Bagaimana status dana pensiun PNS Menurut Bathsul Masail NU dan
Majlis Tarjih & Tajdid Muhammadiyah?

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan membahas buku, baik
berupa buku primer dan sekunder yang menjelaskan tentang konsep dari hukum
Islam. Sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif analitis komparatif. Metode
analisis yang dipakai adalah berupa analisis komparatif, yaitu dengan cara
membandingkan data yang diperoleh berkaitan dengan warisan dana pensiun PNS
sehingga dapat diketahui persamaan dan perbedaannya.

Skripsi ini membuktikan kesinambungan yang saling terkait antara
pandangan Bahtsul Masa’il NU dan Majlis Tarjih & Tajdid Muhammadiyah
dalam menyelesaikan polemik tersebut. Kesimpulan dalam tulisan ini, bahwa
Status Warisan Dana Pensiun PNS menurut Batsul Masa’il NU adalah bukan
tirkah (peninggalan), tidak boleh diwariskan. Sedangkan dalam Status Warisan
Dana Pensiun PNS Menurut Majlis Tarjih & Tajdid muhammadiyah juga
menyatakan bukan tirkah (peninggalan), tidak boleh diwariskan. Namun demikian
keduanya sepakat menjadi hak milik istri/suami atau anak. Letak perbedaan antara
Batsul Masa’il NU dan Majlis Tarjih & Tajdid muhammadiyah adalah pada
penetapan hukum. Jika Bahtsul Masa’il NU menyandarkan pada qaul/fatwa ulama
sedangkan Majlis Tarjih & Tajdid muhammadiyah menyandarakan pada redaksi
hadis yang masih mujmal (umum). Keduanya juga sepakat bahwa perundang-
undangan RI tidak berseberangan dengan hukum Islam dalam mekanisme lanjutan
pensiun PNS.

Kata Kunci : Warisan, Dana Pensiun, PNS, Bahtsul Masa’il, Tarjih
Tajdid, NU, Muhammadiyah.
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Sesungguhnya Al Quran ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang
lebih lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang Mu'min
yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,

0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Nomor: 157/1987 dan

Huruf Arab Nama Huruf latin Keterangan
| Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
< Ba' B Be
- Ta' T Te
& 3’ S Es dengan titik diatas
z Jim J Je
z Ha' H Ha dengan titik dibawah
¢ Kha' Kh ka dan ha
3 Dal D De
5 Zal Z Zet dengan titik diatas
J Ra' R Er
J Zai 4 Zet
o Sin S Es
g Syin Sy es dan ye
ue Sad S Es dengan titik dibawah
o= Dad D De dengan titik dibawah




L Ta' T Te dengan titik dibawah
5} za' Z Zet dengan titik dibawah
& ‘Ain Koma terbalik di atas
4 Gayn G Ge
< Fa' F Ef
3 Qaf Q Qi
& Kaf K Ka
J Lam L El
N Mim M Em
8] Nin N En
3 Waw w We
° Ha' H Ha
3 Hamzah Apostrof
% Ya' Y Ye
B. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap
Ol ditulis muta ‘aqqidin
e ditulis iddah

C. Ta' marbiutah di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

Xi




ditulis

ditulis

hibah

jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke

dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila

dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al serta bacaan kedua itu terpisah,

maka ditulis dengan h:

BEENERES

Ditulis

karamah al-auliya’

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah

ditulis t:
PEELS Ditulis Zakat alitri
D. Vokal Pendek
agd Kasrah ditulis i (fahima)
S ke fathah ditulis a (daraba)
S dammah ditulis u (kutiba)
E. Vokal Panjang
1 fathah + alif ditulis a
FENE ditulis jahiliyyah
2 fathah + ya' mati ditulis a
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(A ditulis yas a
3 kasrah + ya' mati ditulis 1
a8 ditulis karim
4 dammah + wawu mati ditulis a
(a3 b ditulis furiid
F. Vokal Rangkap
1 Fathah + ya' mati ditulis ai
& ditulis bainakum
2 fathah + wawu mati ditulis au
J3 ditulis Qaulun

G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

apostrof
Pl ditulis a'antum
Ehel ditulis u'iddat
8% &l ditulis la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

R

G

ditulis

ditulis

al-Qur' an

al-Qiyas
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b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf | (el)nya.

AN ditulis as-Sama’

Cualill ditulis asy-Syams

Huruf Besar
Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang

Disempurnakan (EYD).

Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penyusunannya.

S EHIPES ditulis zawi al-furid,

48 Jal ditulis ahl as-sunnah
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Allah SWT telah menurunkan Al-Qur’an bertujuan untuk mengatur
kehidupan dan mewujudkan kebahagiaan di dunia ini dan untuk meraih
kebahagiaan di akhirat kelak. Segi kehidupan manusia yang diatur Allah SWT
yang tertuang dalam Al-Qur’an, dikategorikan menjadi dua kelompok, yakni
hal-hal yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah SWT dan hal-
hal yang berkaitan dengan hubungan antar manusia, termasuk alam

sekitarnya.

Di antara aturan yang mengatur hubungan antara sesama manusia yang
ditetapkan Allah SWT adalah aturan tentang kewarisan, yaitu proses peralihan
kepemilikan harta dari pewaris kepada ahli warisnya. Harta yang ditinggalkan
oleh pewaris memerlukan pengaturan siapa yang berhak menerimanya, berapa

bagiannya, dan bagaimana cara menyelesaikannya.?

Warisan dalam Islam bukan sesuatu yang berkenaan dengan pilihan,
akan tetapi mempunyai kaidah yang jelas. Kaidah-kaidah tersebut tentunya
berdasarkan pada Al-Qur’an dan Hadis. Hukum Islam memberikan gambaran

yang jelas tentang perilaku pembagian harta waris, namun seiring kemajuan

! Riyanta “Kewarisan Beda Agama,” Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum, Vol. 46 No. |,
Januari-Juni 2012, him. 2.

2 Wiryono Prodjodikoro, Hukum Warisan di Indonesia (Bandung: Sumur Bandung,
1983), him. 13.



dan perkembangan zaman banyak masalah-masalah yang muncul dan

berfarian yang kadang tidak bisa kita temukan dalam Al-Qur’an dan Hadis.

Syariat Islam menetapkan ketentuan tentang waris dengan sangat
sistematis, teratur, dan penuh dengan nilai-nilai keadilan. Di dalamnya
terdapat hak-hak kepemilikan bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun
perempuan dengan cara yang dibenarkan oleh hukum. Syariat Islam juga
menetapkan hak-hak kepemilikan seseorang dan nisabnya, dewasa atau anak
kecil, semua mendapatkan hak secara legal. Al-Qur’an telah menjelaskan
secara rinci tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan kewarisan untuk
dilaksanakan oleh umat Islam di seluruh dunia.® Tak jarang manusia yang
hanya mengandalkan nafsu untuk memperoleh hak-hak kewarisan tanpa
menyadari adanya hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah maupun
peraturan yang telah ditetapkan oleh negara sehingga banyak kita jumpai

perpecahan keluarga yang disebabkan oleh pembagian waris.*

Fenomena yang terjadi di masyarakat ialah ketika terdapat seseorang
Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disingkat PNS) yang meninggal dunia
dengan harta pensiun yang cukup besar. Kemudian terdapat beberapa pihak
yang menginginkan harta pensiun tersebut dibagi sebagaimana pembagian
harta peninggalan pada umumnya (hukum Islam). Ketentuan harta waris (uang

pensiun) tersebut akan menimbulkan dilema untuk mengikuti aturan hukum

3 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Di Indonesia, cet. ke-1(Jakarta:
Kencana, 2006), him. 204-205.

4M Idris Ramulyo, Perbandingan Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: CV Pedoman
llmu Jaya, 1992), him.78.



Islam atau sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-undang
kepegawaian. Sebagaimana termaktub dalam UU.No0.8 Tahun 1974, pasal 7

sampai pasal 10.

Mengikuti hukum Islam akan mengacu pada ayat waris dalam Al-
Qur’an yaitu:
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Selain itu, berdasarkan hadis Nabi yang menjelaskan kewarisan,

misalnya Hadits riwayat Bukhari:
Balisdll )3 LI 5, 1S alisall & 5

Salah satu permasalahan yang sering muncul dan sering kali
menimbulkan ketidakharmonisan ikatan kekeluargaan karena adanya
perbedaan pemahaman tentang hukum kewarisan. Padahal dalam hukum waris
Islam sudah dijelaskan tentang beberapa prinsip dalam pembagian harta waris,
yaitu Prinsip ljbari, yakni peralihan harta seseorang yang telah meninggal
dunia kepada yang masih hidup berlaku dengan sendirinya. Sementara prinsip
Individual adalah warisan dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris untuk
dimiliki perorangan. Sedangkan prinsip Bilateral adalah bahwa baik laki-laki

maupun perempuan dapat mewaris dari kedua belah pihak garis kekerabatan,

5 An-Nisa(4) : 33.

& Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-
Bukhari, Sahih al-Bukhari, Juz 4, (Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M), him. 194,
Sayid al-Iman Muhammad ibn Ismail ash-San’ani, Subul as-Salam Sarh Bulugh al-Maram
Min Jami Adillat al- Ahkam, Juz 3, Mesir: Mushthafa al babi al-Halabi Wa Auladuh, 1379
H/1960 M, him. 98.



yakni kekerabatan laki-laki maupun perempuan. Prinsip kewarisan hanya
karena kematian, bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan
sebuah kewarisan, berlaku setelah yang mempunyai harta tersebut meninggal.
Akan tetapi dalam banyak literatur hampir tidak pernah menyinggung soal

harta mana saja yang termasuk harta warisan.’

Merujuk hasil putusan Bathsul Masail NU, bahwa dana pensiunan PNS
bukan termasuk tirkah (harta peninggalan mayat). Hal ini berdasarkan
Undang-undang yang berlaku di Negara Indonesia yang menjelaskan bahwa
sumber dana pensiun tersebut berasal dari APBN/D yang diberikan kepada
istri, yang berarti irzaq (pemberian) dan bukan ujroh (upah, gaji) dari hasil
kerja suami.
Oleh karena dana pensiunan bukan termasuk tirkah, maka tidak dimasukkan

dalam penghitungan harta yang diwariskan.®

Uang pensiunan PNS adalah sejumlah uang yang diberikan oleh
pemerintah kepada pegawai negeri/bekas pegawai negeri yang terakhir
sebelum berhenti sebagai pegawai negeri atau sebab ia telah meninggal dunia.
Pembentukan dan penyelenggaraan suatu dana pensiun ini telah ditetapkan
dalam peraturan pemerintah, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-

Undang RI Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun

" Amir Syarifudin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Prenada Media, 2004). him.
16.

8 Lembaga Batsul Masail Jawa Tengah, dalam admin@Ibm-jateng.org diakses 5
Maret 2015.
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Janda/Duda Pegawai. Uang pemberian tersebut telah dianggarkan negara dan
diambilkan dari APBN/D (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau
Daerah) sebagai jaminan hari tua sekaligus penghargaan atas jasa-jasa mereka

dalam dinas pemerintahan.

Uang pensiun ini berasal dari tabungan yang diambil dari sebagian gaji
pegawai penerima pensiun sewaktu masih aktif dan jumlah pensiun yang
diterima oleh pegawai tersebut setelah pensiun. Jika pegawai penerima uang
pensiun tersebut meninggal dunia, maka uang itu akan diberikan kepada

isterinya.

Adapun besar kecilnya uang pensiun yang diberikan itu diperhitungkan
dengan jumlah gaji yang diterima oleh pegawai tersebut sewaktu masih aktif.
Tidak semua orang berhak untuk mendapatkan uang pensiunan. Karena

pemerintah telah menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi.®

Sedangkan Majlis Tarjih & Tajdid Muhammadiyah menyatakan dalam
putusannya bahwa, harta pensiun tidak termasuk dalam kategori harta waris,
tetapi merupakan hak isteri. Selain itu jatah pensiun juga akan terhenti pada
saat janda tersebut kembali menikah atau meninggal dunia, serta hak dana

pensiun untuk isteri tidak dapat diwariskan kepada anak-anaknya.

Disini yang memebedakan antara pendapat Bahtsul Masa’il Nu dan
Majlis Tarjih & Tajdid muhammadiyah ada pada aspek pengambilan hukum,

kalu Bahtsul Masail Nu menggunkan aqwal al-mujtahidi>n (pendapat para

® Abdul Aziz, “Status Warisan Gaji PNS(Studi Pemikirab Tokoh NU Salatiga dan
Kabupaten Semarang)” Skripsi, Fakultas Syari’ah STAIN Salatiga (2009). him. 47.



mujtahid) yang mutlag maupun yang muntashib sedangkan Majlis Tarjih &
Tajdid Muhammadiyah secara tegas menggunakan Al-qur’an, sunah, ijma’,
giyas, istihsan, al-Urf, istislah atau maslahatul mursalah. Semua metode ini
digunakan namun yang lebih diutamakan atau yang lazim digunakan adalah
kemaslahatan umat, sebab menurut Muhamadiah kemaslahatan umat

merupakan sesuatu yang harus diwujudkan.°

Berangkat dari latar belakang di atas, maka perlu kiranya dilakukan
pembahasan bagaimana sebenarnya pandangan dari Bathsul Masail NU dan
Majlis Tarjih & Tajdid Muhamadiayah di atas. Maka yang menjadi
permasalahan adalah jika orang yang meninggal dunia adalah pegawai negeri
sipil (PNS), secara otomatis ada peralihan gaji pensiun kepada istri, suami dan
anak yang jumlahnya tidak terbatas sampai suami atau istri menikah kembali
atau meninggal dunia, bahwa gaji itu masih berkembang dan berlanjut bagi
pewaris, hal inilah yang menjadi fokus pembahasan dalam skripsi ini secara
khusus. Penulis akan membahas status harta warisan dana pensiun PNS dan
metode pengambilan hukumnya menurut Bathsul Masail NU dan Maijlis Tarjih
& Tajdid Muhamadiayah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan
sebelumnya, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana status dana pensiun PNS Menurut Bahtsul Masail NU dan

Majlis Tarjih & Tajdid Muhammadiyah?

10 Faturrahman Jamil , Metode ljtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah,Cet. 1, ( Jakarta:
Logos Publishing House), 1995.



2. Bagaimana metode istinbat hukum warisan dana pensiun PNS menurut

Bahtsul Masail NU dan Majlis Tarjih & Tajdid Muhammadiyah?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. TujuanPenelitian ini adalah:

a.

b.

Untuk mengetahui prinsip-prinsip pewarisan dalam hukum Islam
Untuk mengetahui status gaji pensiun PNS janda/duda menurut

Bathsul Masail NU dan Majlis Tarjih & Tajdid muhammadiyah

2. Kegunaan

Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan baik. Adapun

kegunaan penelitian ini antara lain:

a.

Agar dapat memberikan sumbangan pemikiran dan penyesuaian
hukum waris dalam konteks Indonesia.

Agar dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya
penyesuaian permasalahan-permasalahan hukum Islam kontemporer
yang sedang dihadapi umat Islam.

Untuk memperkaya khazanah tentang hukum waris agar berguna bagi
masyarakat terutama mereka yang ingin mendalami hukum waris
Islam.

Sebagai bahan pertimbangan, kontribusi, serta sumbangan pemikiran
bagi para pihak yang terkait dalam menentukan status warisan gaji
Pegawai Negeri Sipil.

Menambah pengetahuan penulis tentang hukum warisan dan sebagai

wacana bagi pembaca.



D. Telaah Pustaka

Penelitian terhadap masalah kewarisan sebenarnya telah dilakukan oleh
beberapa mahasiswa Stain Salatiga, khususnya mahasiswa jurusan Syari’ah S1
hukum Islam, di antaranya adalah:

Pertama, skripsi Abdul Aziz dengan judul “Warisn Gaji Pegawai Negeri
Sipil (Studi Pemikiran Ulama’ NU Kota Salatiga Dan Kabupaten
Semarang)”.** Skripsi ini menjelaskan bahwa harta warisan dana pensiun PNS
menurut tokoh ulama Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang adalah bukan
tirkah atau harta yang bisa diwariskan kepada ahli waris karena harta pensiun
merupakan harta yang tidak selamanya bisa dimiliki oleh pewaris dan harta itu
akan hilang ketika pewaris tersebut meninggal dunia. Juga bukan merupakan
limpahan dari pewaris akan tetapi merupakan harta kepemilikan bagi janda/duda
dengan diberikannya SK ketetapan dari pemerintah, hal itu yang menjadikan
pembatasan kepemilikan harta pensiun tesebut untuk tidak bisa diwariskan

kepada ahli waris yang lain kecuali yang tertera dalam SK pensiun janda/duda.

Kedua, skripsi Ambar Setyowati dengan judul “Bagian Warisan Anak
Dalam Kandungan Menurut Hukum Islam (Studi Analisis pasal 42 UU Waris
Mesir No.77 Tahun 1946)”.12 Dalam skripsi ini dijelaskan tentang seorang

anak yang masih berada dalam kandungan tetap mendapatkan bagian harta

Abdul Aziz, “Status Warisn Gaji Pegawai Negeri Sipil (Studi Pemikiran Ulama’
NU Kota Salatiga Dan Kabupaten Semarang)” Skripsi, Fakultas Syari’ah UIN Sunan
Kalijaga, (2009).

12 Ambar Setyowati “Bagian Warisan Anak Dalam Kandungan Menurut Hukum
Islam (Studi Analisis pasal 42 UU Waris Mesir No.77 Tahun 1946)” Skripsi Fakultas
Syari’ah UIN Sunan Kalijaga (2007).



waris, akan tetapi berapa besarnya bagian tidak disebutkan pasti karena belum
jelas jenis kelaminnya. Oleh karena itu dalam analisia skripsi tersebut
dijelaskan tentang pembagian harta waris terhadap bayi yang masih berada
dalam kandungan, yaitu tetap dengan cara membagi harta waris tanpa
menunggu bayi lahir terlebih dahulu, dengan ketentuan tetap ada bagian yang

disisihkan untuk bayi ketika lahir.

Ketiga, skripsi Zaedun dengan judul “Fitnah Sebagai Penghalang
Mendapatkan Hak Waris (Studi Analisis KHI Pasal 173)”.1% Dalam skripsi ini,
dijelaskan bahwa seorang dengan sengaja menfitnah pewaris lain dengan
maksud untuk menguasai semua harta waris, maka orang tersebut dapat

kehilangan hak waris dari pewaris.

Keempat, skripsi Muhammad Abduh dengan judul “Ahli Waris
Pengganti Dalam Hukum Keluarga (Studi Analisis KHI Pasal 185)”.1* Skripsi
ini menjelaskan tentang ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari
pewaris, maka harta waris yang diperoleh dapat digantikan oleh anaknya demi

alasan kemaslahatan ahli waris.

Kelima, skripsi Hartati dengan judul “Bagian Warisan Anak Luar Nikah

(Studi Komparatif Antara Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Perdata)”*°.

13 Zaedun “Fitnah Sebagai Penghalang Mendapatkan Hak Waris (Studi Analisis KHI
Pasal 173)” Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga (2009).

14 Muhammad Abduh “Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Keluarga (Studi
Analisis KHI Pasal 185)” Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga (2010).
Hartati, “Bagian Warisan Anak Luar Nikah (Studi Komparatif Antara Hukum
Kewarisan Islam Dan Hukum Perdata)” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga (2011).
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Dalam skripsi ini dipaparkan bahwa bagian waris anak di luar nikah dalam
hukum Islam tidak ada hak untuk mewarisi harta dari bapak, akan tetapi
hannya mewaris terhadap harta ibu kandungnya. Kemudian dalam hukum
perdata, anak di luar nikah tetap berhak untuk mendapatkan harta waris baik

dari ayah maupun ibu .

Keenam, Skripsi Slamet Ariyanto dengan judul “Pembagian Warisan
Dengan Jalan Hibah Menurut Pandangan Islam (Studi Kasus di Desa Japar
Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang)*. Dalam skripsi ini dipaparkan
tentang pembagian warisan yang dilakukan masyarakat di Desa Japar adalah
dengan jalan hibah sebelum pewaris meninggal dunia dengan tujuan tidak

terjadi pertengkaran, percekcokan dan perebutan harta waris dalam keluarga.

Ketujuh, skripsi Siti Zumrotun dengan judul “Faktor-Faktor Keengganan
Masyarakat Muslim Salatiga Untuk Mengajukan Perkara Waris di Pengadilan
Agama (Studi Kasus Di Kelurahan Pulutan, Kecamatan Sidorejo, Kota
Salatiaga)”. 1’ Dalam skripsi disebutkan bahwa faktor-faktor penyebab
keengganan masyarakat muslim di Kelurahan Pulutan, Kecamatan Sidorejo,
Kota Salatiga. untuk mengajukan perkara waris di pengadilan agama adalah:
pertama, sebagian masyarakat tidak pernah terlibat dalam penyelesaian

perkara waris. Masalah waris diserahkan pada perwakilan keluarga, sesepuh

16 Slamet Ariyanto,“Pembagian Warisan Dengan Jalan Hibah Menurut Pandangan
Islam (Studi Kasus di Desa Japar Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang)” Skripsi
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2012).

17 Siti Zumrotun, “Faktor-Faktor Keengganan Masyarakat Muslim Salatiga Untuk
Mengajukan Perkara Waris Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Kelurahan Pulutan,
Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga)” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga (2009).
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atau ulama yang ada, mereka hanya menerima hasil bersih penyelesaian
masalah tesebut. Kedua, masyarakat memilih menyelesaikan dangan sistem
kekeluargaan, karena cara ini dianggap lebih mudah. Ketiga, adanya
pembagian harta yang dibagi sebelum pemilik meninggal dunia, hal ini
dimaksudkan agar tidak ada sengketa di kemudian hari. Keempat, masyarakat
setuju dengan adanya ridlan bi ridlan (menerima apa adanya bagian yang
diterima). Kelima, adanya pendapat bahwa penyelesaian di pengadilan agama

itu sulit.

Kedelapan, skripsi Abdul Wahid dengan judul “Pembagian warisan
antara anak laki-laki dan perempuan di Indonesia (Studi Analisis Pemikiran
Sadzali)”®, Dalam skripsi ini disebutkan bahwa tidak ada perbedaan bagian
antara laki-laki dan perempuan, bagian masing-masing adalah 1:1. Penyamaan
bagian antara laki-laki dan perempuan ini didasarkan pada peranan seorang
perempuan pada zaman sekarang ini, banyak perempuan yang menjadi tulang
punggung bagi keluarga dan laki-laki berganti posisi menjadi orang yang
mengurusi rumah tangga. Lebih lanjut Munawir Sadzali sebagaimana dikutib
Abdul Wahid, melontarkan konsep sisitem pembagian yang sama antara laki-

laki dan perempuan demi menciptakan rasa keadilan dalam hal kemanusiaan .

Dari kesemua penelitian yang telah dipaparkan di atas pada dasarnya
telah mengkaji tentang pewarisan, namun perlu digarisbawahi belum ada yang

fokus untuk mengkaji tentang status harta warisan dana pensiun Pegawai

18 Abdul Wahid dengan judul “Pembagian warisan antara anak laki-laki dan
perempuan di indonesia (Studi Analisis Pemikiran Sadzali)”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga (2012).



12

Negeri Sipil (PNS). Selanjutnya penelitian yang penulis lakukan dalam hal
status harta waris gaji pensiun belum ada yang membahas ketentuan harta
pensiun sebagai harta warisan, untuk itu penelitian ini menitik-beratkan pada
Status Warisan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut Bathsul Masail NU

dan Majlis Tarjih Muhamadiayah.

. Kerangka Teoretik

Al-mi>ras (&)xl) dalam bahasa Arab adalah bentuk mashdar (infinitif)
dari kata (453 63 &y & ,5) waris}a-yaris}u-irsyan-mi>ra>san. Maknanya
menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain,
atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Sedangkan makna al-mi>ras menurut
istilah yang dikenal para ulama ialah: berpindahnya hak kepemilikan dari
orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang
ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak

milik legal secara syar'i.'°

Membicarakan kewarisan berarti membicarakan hal ihwal peralihan
harta dari orang yang telah mati kepada orang yang masih hidup. Dengan
demikian figh Mawaris mengandung arti ketentuan yang berdasar kepada
wahyu Allah yang mengatur hal ihwal peralihan harta dari seseorang yang

telah mati kepada orang yang masih hidup.?

Di dalam Al-Qur’an Allah berfirman :

19 Ahmad Rofig, Figih Mawaris, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), him.
29.

20 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Figh, (Jakarta: Prenada Media, 2003), him.
147.
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Dalam perihal ini, TM. Hasbi ash-Shiddieqy mendefinisikan figh
mawaris sebagai "ilmu yang mempelajari tentang orang-orang yang mewarisi
dan tidak mewarisi, kadar yang diterima oleh setiap ahli waris dan cara-cara

pembagiannya".??

Di tengah kemajuan zaman masyarakat Indonesia pada khususnya
sering terjadi sengketa tentang harta warisan, yaitu ketika seseorang Pengawai
Pegeri Sipil meningggal dunia dengan harta pensiun yang cukup besar maka,
akan banyak fihak yang menginginkan harta tersebut dibagi sebagaimana
pembagian harta warisan pada umumnya. Padahal jika dikaji lebih dalam akan
dijumpai kerancauan dalam posisinya apakah uang pensiun tersebut
dikategorikan harta peninggalan yang dapat dibagikan sebagaimana mestinya
atau kepemilikan uang tersebut adalah hak bagi pihak-pihak tertentu sesuai

ketentuan Undang-undang kepegawaian.??

Menurut KBBI, janda adalah wanita yang tidak bersuami lagi karena
bercerai ataupun karena ditinggal mati suaminya. Dengan demikian, status

janda diperoleh sebagai akibat dari sebuah perceraian atau karena

2L An-Nisa(4) : 33.

22T M. Hasbi Ash’-Shiddieqy, Figh Mawaris, (Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra,
1997), him. 6.

23 UU. No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda
Pegawai (UU P3J/DP).
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meninggalnya si suami. Jika ayah telah bercerai dengan ibu ketika ayah masih

hidup, ini berarti ibu berstatus sebagai janda.

Akan tetapi, janda yang dimaksud oleh UU 11/1969 ini adalah istri sah
menurut hukum dari pegawai negeri atau penerima pensiun pegawai yang
meninggal dunia. jika ibu bukan lagi istri sah dari ayah yang berstatus PNS
bahkan sebelum ayah meninggal dunia, maka ibu tidak berhak menerima hak-

hak yang diterima oleh ahli waris (pensiun PNS).?*

Namun, sebagai anak, tetap mendapatkan pensiun PNS. Yang dimaksud
dengan anak adalah anak kandung yang sah atau anak kandung/anak yang
disahkan menurut Undang-undang Negara dari pegawai negeri, penerima
pensiun, atau penerima pensiun janda/duda. Dengan demikian, sebagai anak

bisa menerima hak yang dimaksud. %

Hal ini juga diperjelas dalam aturan undang-undang. Apabila Pegawai
Negeri atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia, sedangkan ia tidak
mempunyai istri/suami lagi yang berhak untuk menerima pensiun janda/duda
atau bagian pensiun janda termaksud maka:

1. Pensiun janda diberikan kepada anak/anak-anaknya, apabila hanya
terdapat satu golongan anak yang seayah-seibu.
2. Satu bagian pensiun janda diberikan kepada masing-masing golongan anak

yang seayah seibu.

2 pasal 3 huruf b, UU. No. 11 Tahun1969.

% pasal 3 huruf d UU. No. 11 1969.
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3. Pensiun duda diberikan kepada anak (anak-anaknya).?®

Ini artinya, apabila ibu tidak berhak menerima pensiun janda karena ia
bukan lagi istri sah, maka bagian pensiun janda itu diberikan kepada anak.
Akan tetapi, perlu diketahui bahwa anak (anak-anak) yang berhak menerima
pensiun janda atau bagian pensiun janda ialah anak (anak-anak) yang pada
waktu pegawai atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia:

1. Belum mencapai usia 25 tahun, atau

2. Tidak mempunyai penghasilan sendiri, atau

3. Belum nikah atau belum pernah nikah.?’

Kemudian, apa hak yang dterima oleh ahli waris dari PNS yang
meninggal dunia itu. Adapun bagian pensiun janda yang dimaksud dalam ini
adalah:

1. Besarnya pensiun janda/duda sebulan adalah 36% (tiga puluh enam
persen) dari dasar pensiun, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat lebih
dari seorang istri yang berhak menerima pensiun janda, maka besarnya
bagian pensiun janda untuk masing-masing istri, adalah 36% (tiga puluh
enam perseratus) dibagi rata antara istri-istri itu.

2. Jumlah 36% (tiga puluh enam perseratus) dari dasar pensiun termaksud
ayat (1) pasal ini tidak boleh kurang dari 75% (tujuh puluh lima

perseratus) dari gaji pokok terendah menurut Peraturan Pemerintah tentang

% Pasal 17 UU. No. 11 Tahun 1969.

27 pasal 18 ayat (4) UU. No. 11 Tahun1969.
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gaji dan pangkat Pegawai Negeri yang berlaku bagi almarhum
suami/istrinya.?®

Namun, apabila PNS tersebut dinyatakan berstatus “tewas”, besarnya
pensiun janda/duda adalah 72% (tujuh puluh dua perseratus) dari dasar
pensiun dengan ketentuan bahwa apabila terdapat lebih dari seorang istri
yang berhak menerima pensiun janda maka besarnya bagian pensiun janda
untuk masing-masing istri adalah 72% (tujuh puluh dua perseratus) dibagi
rata antara istri-istri. Jumlah 72% (tujuh puluh dua perseratus) dari dasar
pensiun ini tidak boleh kurang dari gaji pokok terendah menurut Peraturan
Pemerintah tentang gaji dan pangkat Pegawai Negeri yang berlaku bagi
almarhum suami/istrinya.?®

Adapun yang dimaksud berstatus “tewas” menurut aturan adalah:

Meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;
Meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan
dinasnya sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam
dan/atau karena menjalankan kewajibannya;
Meninggal dunia yang langsung diakibatkan karena luka-luka maupun
cacat rohani atau jasmani yang didapat dalam hal-hal tersebut pada huruf a

dan b di atas;

28 Pasal 17 ayat (1) dan (2) UU. No. 11 Tahun 1969.

29 Pasal 17 ayat (3) dan (4) UU. No. 11 N0.1969.
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4. Meninggal dunia karena perbuatan anasir-anasir yang tidak bertanggung
jawab ataupun sebagai akibat dari tindakan terhadap anasir-anasir itu.°

Asumsinya bahwa meninggalnya ayah itu bukan berstatus “tewas”
sebagaimana dimaksud di atas, oleh karena itu, hak-hak yang diterima dari
pensiun adalah hak-hak yang disebut dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) UU
11/1969. Di samping itu, selain pensiun pegawai, pensiun janda/duda atau
bagian pensiun janda diberikan tunjangan keluarga, tunjangan kemahalan dan
tunjangan-tunjangan umum atau bantuan-bantuan umum lainnya menurut
ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi pegawai negeri.

Adapun dokumen yang dipersiapkan oleh anak untuk memperoleh
pensiun janda/duda ini, berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UU 11/1969, pemberian
pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda kepada anak (anak-anak) yang
dimaksud dalam Pasal 18 UU 11/1969, dilakukan atas permintaan dari atau
atas nama anak (anak-anak) yang berhak menerimanya. Permintaan ini harus
disertai hal —hal sebagai berikut:!

1. Surat keterangan kematian atau salinannya yang disahkan oleh yang
berwajib;

2. Salinan surat kelahiran anak (anak-anak) atau daftar susunan keluarga
pegawai yang bersangkutan yang disahkan oleh yang berwajib, yang

memuat nama, alamat dan tanggal lahir dari mereka yang berkepentingan;

30 pasal 4 UU. No. 11 Tahun1969.

31 pasal 22 ayat (2) dan (3) UU 11/1969 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
11 Tahun 1969 Tentang Gaji Dan Pangkat Pegawai Negeri.
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3. Surat keterangan dari yang berwajib yang menerangkan bahwa anak itu
tidak pernah kawin dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;
4. Surat keputusan yang menetapkan pangkat dan gaji pokok terakhir

pegawai atau penerima pensiun pegawai yang meninggal dunia.

Selanjutnya, sebagai dari penerima pensiun pegawai dapat mengajukan
surat permintaan beserta lampiran-lampirannya yang kami sebut di atas
langsung kepada Kepala Kantor Urusan Pegawai dengan disertai salinan dari
surat keputusan tentang pemberian pensiun pegawai atau pensiun janda/duda

kepada penerima pensiun yang bersangkutan.?

Pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda menurut UU ini diberikan
mulai bulan berikutnya Pegawai Negeri atau penerima pensiun pegawai yang
bersangkutan meninggal dunia atau mulai bulan berikutnya hak atas pensiun
janda/bagian pensiun janda itu didapat oleh yang bersangkutan, demikian yang

disebut dalam Pasal 24 UU 11/1969.

Dalam halaman tanya-jawab yang disediakan oleh Badan Kepegawaian
Negara (BKN) antara lain dikatakan bahwa apabila Pegawai Negeri atau
penerima pensiun pegawai meninggal dunia, maka istri (istri-istri)nya untuk
pegawai Negeri pria atau suaminya untuk Pegawai Negeri Wanita, yang
sebelumnya telah terdaftar pada kantor Urusan Pegawai (BKN), berhak
menerima pensiun janda atau pensiun duda. Besarnya pensiun janda/duda

sebulan adalah 36% (tiga puluh enam persen) dari dasar pensiun. Apabila

%2 |bid.
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Pegawai Negeri tersebut dinyatakan berstatus "tewas", maka besarnya pensiun

janda/duda adalah 72% (tujuh puluh dua perseratus) dari dasar pensiun.

F. Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah sebagai

berikut :

1. Jenis Penelitian
Penelitian ini berdasarkan penelitian kepustakaan (library
research). Yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai
sumber datanya.®® Usaha awal untuk mengumpulkan data dalam dalam
penyusunan skripsi ini adalah dengan mengadakan penelitian terhadap
buku-buku yang berkaitan dengan masalah hukum, baik dari putusan
Bahtsul Masa’il NU Maupun dari Majlis Tarjih & Tajdid
muhammadiyah bahkan dari undang-undang Republik Indonesiall Tahun
1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai
2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif3* komparatif. Yakni
penelitian ini diharapkan memberi gambaran secara rinci, serta
menguraikan dan membandingkan konsep istinbat pengambilan hukum
dan status warisan dana pensiun menurut Bahtsul Masa’il NU dan Majlis

Tarjih & Tajdid muhammadiyah.

33 Sutrisno Hadi, Metodologi Reseat, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), him. 9.

3 Sutan Rajasa, Kamus IImiah Populer, (Surabaya : Karya Utama, 2002), him. 110.
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3. Pengumpulan data

Karena jenis penelitian ini adalah library Research, maka teknik

pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu

dengan mengkaji dan menelaah berbagai kitab dan buku yang

mempunyai relevansi dengan pokok pembahasan. Dalam menyusun

skripsi ini penyusun mengambil sumber datanya dari putusan Bahtsul

Masa’il NU dan Putusan Majlis Tarjih, yaitu :

a)

b)

Sumber Primer

Yaitu diperoleh dari sumber yang asli yang memuat segala
keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini, dengan data-
data sebagai berikut: Data dari putusan Bahtsul Masa’il NU dan
Putusan Majlis Tarjih, Kitab Figh, Ushul Figh, Al-Qur’an dan
Undang- undang Republik Indonesia tentang Pensiun Pegawai
dan Pensiun Janda/Duda Pegawai.

Sumber sekunder

Yaitu yang diperoleh dari sumber yang memuat segala
keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini dari kitab-kitab
figih.

Sumber Tersier

Yaitu data diperoleh dari sumber-sumber yang terdapat dalam

data-data elektronik seperti berasal dari situs-situs internet.

4. Pendekatan

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam hal ini adalah model
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pendekatan normatif, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan
melihat apakah hal itu sesuai atau tidak, baik atau buruk menurut norma
yang berlaku dengan didasarkan pada pemahaman terhadap Al-Qur’an,
undang-undang, dan pendapat para ulama atau imam mazhab.

5. Analisis data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Analisis yang digunakan
adalah berupa analisis deduktif, yaitu menganalisis literatur-literatur
yang bersifat umum, kemudian diolah untuk mendapatkan kesimpulan
yang khusus. Penulis juga menggunakan analisis komparatif, yaitu cara
pengambilan data-data dengan cara membandingkan antara dua objek
atau lebih kemudian dicari mana data yang lebih kuat atau kemungkinan

dapat mencapai pengkompromiannya.

G. Sistematika Pembahasan
Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, maka sistematika

pembahasanya disusun sebagai berikut :

Bab pertama, memuat pendahuluan, Bab ini mencakup latar belakang
masalah, pokok masalah yang dibahas, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka,

kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat gambaran umum tentang hukum kewarisan dalam
Islam yang meliputi: pengertian kewarisan, rukun-rukun kewarisan, syarat-
syarat kewarisan, sebab-sebab menerima waris, halangan menerima waris,
azaz-azaz dalam hukum kewarisan dan pengertian pensiun, rumusan gaji

pensiun pegawai negeri sipil.
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Bab ketiga, berisi tentang pandangan Bahtsul Masail NU dan Majelis
Tarjih  Muhammadiyah dalam mengambil sauatu metode hukum dan

pandangan dua lembaga tersebut mengenai dana warisan pegawai negeri sipil

Bab keempat, Berisi analisis perbandingan dari Bahtsul Masail NU dan
Majelis Tarjih Muhammadiyah sehingga apa yang menjadi tujuan penelitian
akan tercapai yang terdiri dari aspek prinsip-pinsip kewarisan, aspek

pertimbngan hukum dan status warisan gaji pegawai negeri sipil.

Bab kelima, merupakan bagian penutup dari skripsi ini yang berisi
kesimpulan dan saran-saran. Dalam bab ini disimpulkan hasil pembahasan
untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada serta memberikan

saran-saran dengan tetap berpijak pada kesimpulan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tentang warisan dana pensiun PNS menurut Bahtsul

Masail NU dan Majelis Tarjih & Tajdid Muhammadiyah yang telah dijelaskan

dalam bab-bab sebelumnya pada skripsi ini, maka penyusun dapat mengambil

sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1.

Dari uraian yang telah dipaparkan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan
bahwa Majlis Tarjih Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masa’il NU,
sama-sama memposisikan Al-Qur’an dan Hadis sebagai sumber utama
dalam pengambilan keputusan hukum. LBM NU lebih memelihara warisan
khazanah pemikiran tokoh-tokoh madzhab ahlusunah waljama’ah
sementara Majlis Tarjih & Tajdid Muhammadiyah lebih melihat kontektual
kontemporer dalam memberikan putusan Tarjihnya.

Status dana pensiun PNS menurut Bahtsul Masail NU dan Majlis Tarjih &
Tajdid Muhammadiyah menyebutnya bukan termasuk warisan, karenya
menjadi hak istri dan atau anaknya yang telah ditentukan Undang-undang.
Menurut peraturan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 menyatakan bahwa
pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap PNS yang
telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada negara. Pensiun janda atau
duda, yang berhak atas pensiun itu adalah isteri (isteri-isteri) PNS pria, atau
suami PNS wanita yang meninggal dunia/ tewas, atau penerima pensiun

pegawai negeri yang meninggal dunia dan mereka sebelumnya sudah terdaftar

93
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sebagai isteri/ suami sah PNS yang bersangkutan dan apabila PNS atau
penerima pensiun meninggal dunia sedangkan ia tidak mempunyai isteri/suami
lagi yang berhak menerima pensiun janda atau duda maka Pensiun janda
diberikan kepada anak/anak-anaknya, anak-anak sebagai mana dimaksud ialah
anak yang pada waktu PNS atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia,
anak berusia kurang dari 25 tahun atau tidak mempunyai penghasilan sendiri
atau belum menikah / belum pernah menikah. Peraturan ini tercantum dalam

Undang-undang No. 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.

B. Saran-Saran

Berkaitan dengan hasil analisis dalam skripsi ini maka penyusun
menyampaikan saran-saran kepada seluruh pembaca bahwa hukum waris Islam
sangatlah penting untuk dipelajari dan dipakai dalam kehidupan mengingat
akan lebih banyak munculnya persoalan-persoalan waris yang mungkin sukar
ditemukan solusinya bahkan bisa menjadikan persengketaan dalam pembagian
harta waris. Mengingat harta adalah sesuatu hal yang paling rentan terjadi
permasalahan bahkan bisa menjadi konflik keluarga. Maka hukum waris Islam
memberikan solusi dalam menyelesaikan permasalahan persengketaan tersebut.
Berangkat dari itu, maka penyusun merekomendasikan beberapa hal kepada
pihak- pihak yang menjadi rujukan masalah dalam perihal pembagian warisan
dalam sebuah keluarga, meliputi beberapa poin-poin yang penyusun rinci
sebagai berikut;
1. Para ulama dikalangan NU hendaknya lebih bijak dalam menentukan hal-

hal yang menjadi khilafiyah, apalagi jika hal tersebut rentan konflik. Sikap
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luwes selagi tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Hadis bisa menjadi

solusi, bukankan Islam merupakan rahamatan lil ‘alamin. Maka selagi itu

bukan masalah akidah, mestinya dapat dikompromikan.

Bagi para cendikiawan Muhammadiyah yang terlibat di dalam Majelis

Tarjih & Tajdid Muhmmadiyah lebih dapat mengkromikan dengan

putusannya. Karena jika ada putusan ganda masyarakat menjadi lebih

bingung.

Bagi para mahasiswa syariah, selama berproses pendidikan sebagai

mahasiswa hendaknya senantiasa punya kepedulian terhadap semua

fenomena yang terjadi disekelilingnya.

Bagi para santri yang mengkaji kitab-kitab klasik lebih tekun dalam

mempelajari hukum-hukum fikih, khususnya yang terkait dengan masalah-

masalah yang terjadi dikalangan masayarakat luas. Karena hal tersebut

dapat memberi pencerahan bagi umat atau masayarakat umum.

Bagi Dosen Syariah di Perguruan Tinggi khususnya UIN Yogyakarta

a. Meberdayakan potensi yang dimilki mahasiswa

b. Proses belajar mengajar dikelas dijadikan ruang untuk berdialektika
dengan mahasiswa.

c. Dalam kegiatan belajar mengajar hendaknya dialog partisipatoris
tentang masalah fikih yang terjadi di masayarakat luas.

Lembaga UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, mengusahakan refensi tentang

fikih yang lebih variatif
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LAMPIRAN I

TERJEMAHAN TEKS ARAB

No

Bab

Him

Foot Note

Terjemahan

5

Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta
yang ditinggalkan ibu bapak dan Kkarib
kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya.
Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah
bersumpah setia dengan mereka, maka berilah
kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya

Allah menyaksikan segala sesuatu

Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan

orang kafir tidak mewarisi orang muslim

10

Tirkah (harta peninggalan) adalah apa-apa
yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal
dunia baik berupa harta maupun hak.

13

2

Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta
yang ditinggalkan ibu bapak dan Kkarib
kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya.
Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah
bersumpah setia dengan mereka, maka berilah
kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya
Allah menyaksikan segala sesuatu

26

Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan
kamu khalifah (penguasa) di muka bumi,
Maka berilah keputusan (perkara) di antara
manusia dengan adil dan janganlah kamu
mengikuti hawa nafsu, karena ia akan
menyesatkan kamu dari jalan  Allah.
Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin
jalan Allah akan mendapat azab yang berat,

karena mereka melupakan hari perhitungan.

26

Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan




hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya Dia
berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya
sendiri; dan Barangsiapa yang sesat Maka
Sesungguhnya Dia tersesat bagi (kerugian)
dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa
tidak dapat memikul dosa orang lain, dan
Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami

mengutus seorang rasul

27

10

Hai orang-orang yang beriman, janganlah
kamu membunuh binatang buruan, ketika
kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara
kamu membunuhnya dengan sengaja, maka
dendanya ialah mengganti dengan binatang
ternak seimbang dengan buruan yang
dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang
adil di antara kamu sebagai had-yad yang
dibawa sampai ke KaA'bah atau (dendanya)
membayar kaffarat dengan memberi makan
orang-orang miskin atau berpuasa seimbang
dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya
dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya.
Allah telah memaafkan apa yang telah lalu.
Dan barangsiapa yang kembali
mengerjakannya, niscaya Allah  akan
menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi

mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa.

28

11

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan
atas kamu gishaash Hai orang-orang yang
beriman, diwajibkan atas kamu gishaash,
berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh;

orang merdeka dengan orang merdeka, hamba




dengan hamba, dan wanita dengan wanita.
Maka Barangsiapa yang mendapat suatu
pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang
mema'afkan) mengikuti dengan cara yang
baik, dan hendaklah (yang diberi ma'‘af)
membayar (diat) kepada yang memberi ma‘af
dengan cara yang baik (pula). yang demikian
itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu
dan suatu rahmat. Barangsiapa Yyang
melampaui batas sesudah itu, Maka baginya

siksa yang sangat pedih.

30

14

Dan Sulaiman telah mewarisi Daud.

10

30

15

Dan kami adalah yang mewarisinya.

11

45

35

Tidak  berhak  sipembunuh  mendapat

sesuatupun dari hartawarisan.

14

48

40

Orang Islam tidak bolen mewarisi hartaorang
kafir dan orang kafir tidak boleh mewarisi

hartaorang Islam.

15

49

42

Allah membuat perumpamaan dengan seorang
hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat

bertindak terhadap sesuatupun.

16

65

Dan sesungguhnya taqglid itu hanya tertentu
kepada imam madzhab empat, karena
madhhab-madhhab mereka telah tersebar luas,
sehingga menjadi jelas adanya pembatasan
dalil yang mutlak dan pengkhususan dalil
yang ‘am, dimana hal ini berbeda dengan
madhhab-madhhab lainnya.

17

68

11

Tirkah adalah harta yang bersih dari

keterkaitan hak orang lain.

18

68

12

"Ucapan mushonif:  "tirkah" maksudnya




adalah benda yang ditinggalkan mayit
meskipun di peroleh karena suatu sebab atau
selain yang berbentuk harta seperti hak
ikhtishosh meskipun berupa khamr yang telah
berubah menjadi cuka sesudah kematian mayit
dan hukuman atas penuduhan zina, khiyar,
syuf’ah, dan hasil buruan sesudah kematian
mayit dari jaring perangkap yang dipasang
sebelum kematian meskipun kepemilikan
jaring tersebut telah menjadi hak milik ahli
waris, begitu pula diyat pembunuhan
meskipun dengan sebab dimaafkan dari

hukuman gisos dari ahli warisnya".

19

69

13

(Cabang). Hadiah yang diperoleh pada saat
khitan  adalah  milik ayah.  Menurut
sekelompok ulama’, hadiah tersebut menjadi
hak milik anak. Oleh karena itu ayah harus
menerima hadiah tersebut. Pangkal perbedaan
terjadi manakala orang yang memberi hadiah
memutlakkan hadiah tersebut dan tidak
menentukan salah satu dari keduanya. Jika
tidak, maka hak hadiah tersebut adalah bagi

orang yang dimaksudkan.

19

69

14

Bahwakelebihan yang dihasilkan sesudah
kematian adalah hak ahli waris.

20

69

15

Berkata pengarang kitab Adz-Dzakhoir,
“Perbedaan antara gaji dan upah sewa, bahwa
gaji adalah memberi makan untuk dirinya dan
keluarganya sesuai dengan kemampuannya.
Sedangkan upah sewa adalah sesuatu yang

terjadi dengan adanya persetujuan dari dua




belah pihak.

21

76

20

Sesuatu yang telah ditinggalkan oleh mayit,
baik berupa harta maupun selainnya seperti
ikhtishos

22

81

27

Berbuat adillah kamu dalam pemberian di

antara anak-anakmu

23

81

28

Tidak boleh (memulai) berbuat kemadlaratan
dan tidak boleh pula berbuat untuk membalas

kemadlaratan

24

82

29

Sesungguhnya kamu meninggalkan ahli
warismu dalam keadaan kaya lebih baik
daripada meninggalkan mereka dalam keadaan

miskin meminta-minta kepada orang-orang.

25

82

30

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari
harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu,
Jjika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-
isterimu itu mempunyai anak, maka kamu
mendapat seperempat dari harta yang
ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang
mereka buat atau (dan) sesudah dibayar

hutangnya.

26

87

Dan sesungguhnya taqglid itu hanya tertentu
kepada imam madzhab empat, karena
madhhab-madhhab mereka telah tersebar luas,
sehingga menjadi jelas adanya pembatasan
dalil yang mutlak dan pengkhususan dalil
yang ‘am, dimana hal ini berbeda dengan
madhhab-madhhab lainnya.

27

91

Tirkah adalah harta yang bersih dari

keterkaitan hak orang lain.

28

91

Ucapan mushonif: "tirkah™ maksudnya adalah




benda yang ditinggalkan mayit meskipun di
peroleh karena suatu sebab atau selain yang
berbentuk harta seperti hak ikhtishosh
meskipun berupa khamr yang telah berubah
menjadi cuka sesudah kematian mayit dan
hukuman atas penuduhan zina, khiyar,
syuf’ah, dan hasil buruan sesudah kematian
mayit dari jaring perangkap yang dipasang
sebelum kematian meskipun kepemilikan
jaring tersebut telah menjadi hak milik ahli
waris, begitu pula diyat pembunuhan
meskipun dengan sebab dimaafkan dari

hukuman gisos dari ahli warisnya.

29

92

(Cabang). Hadiah yang diperoleh pada saat
khitan  adalah  milik ayah.  Menurut
sekelompok ulama’, hadiah tersebut menjadi
hak milik anak. Oleh karena itu ayah harus
menerima hadiah tersebut. Pangkal perbedaan
terjadi manakala orang yang memberi hadiah
memutlakkan hadiah tersebut dan tidak
menentukan salah satu dari keduanya. Jika
tidak, maka hak hadiah tersebut adalah bagi

orang yang dimaksudkan.

30

92

Bahwa kelebihan yang dihasilkan sesudah
kematian adalah hak ahli waris.

31

92

Berkata pengarang kitab Adz-Dzakhoir,
“Perbedaan antara gaji dan upah sewa, bahwa
gaji adalah memberi makan untuk dirinya dan
keluarganya sesuai dengan kemampuannya.
Sedangkan upah sewa adalah sesuatu yang

terjadi dengan adanya persetujuan dari dua

\




belah pihak.

32 93 10 Berbuat adillah kamu dalam pemberian di
antara anak-anakmu.

33 93 11 Tidak boleh (memulai) berbuat kemadlaratan
dan tidak boleh pula berbuat untuk membalas
kemadlaratan

34 94 12 Ya Rasulullah, saya sedang menderita sakit

keras, Bagaimana pendapat anda, saya ini
orang berada, dan tidak ada yang
dapatmewarisi harta saya kecuali seorang anak
perempuan.  Apakah  sebaiknya  saya
mewasiatkan 2/3 harta saya itu? Jangan. jawab
Rasulullah. Separoh, ya Rasul? sambungku.
Jangan, jawab  Rasulullah.  Sepertiga
sambungku lagi. Rasulullah  menjawab:
sepertiga. Sebab, sepertiga itupun sudah
banyak dan besar, karena jika kamu
meninggalkan ahli waris dalam keadaan yang
cukup adalah lebih baik daripada kamu
meninggalkan mereka dalam keadaan miskin
yang meminta-minta pada orang banyak.
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Lampiran 11
Bahtsul Masai’l KMAP Al-Falah Ploso
Di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kediri, jawa timur
Pembagian waris pegawai negeri
A. Deskripsi masalah :

Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) meninggal dunia, ia berwasiat
agar sepertiga hartanya ditasarufkan untuk faqir miskin. Tentunya istri dan
anak-anaknya mendapat pensiunan tiap bulannya selama si istri tidak
menikah lagi. Akan tetapi seiring bergulirnya waktu, si istri memutuskan
untuk menikah lagi, karena khawatir uang pensiunan diberhentikan, ia

menikah tanpa dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).

B. Pertanyaan :

1. Apakah uang pensiunan termasuk tirkah? Jika ya, bagaimana cara
menghitung untuk warisan?

2. Halalkah uang pensiunan setelah nikah seperti diatas ?

C. Jawab :

Dana pensiunan PNS bukan termasuk tirkah (harta peninggalan
mayat), berdasarkan Undang-undang yang berlaku di Negara Indonesia
yang menjelaskan bahwa sumber dana pensiun tersebut berasal dari
APBN/D yang diberikan kepada istri, yang berarti irzaq (pemberian) dan
bukan ujroh (upah, gaji) dari hasil kerja suami.
Karena dana pensiunan bukan termasuk tirkah, maka tidak dimasukkan

dalam penghitungan harta yang diwariskan.
Maraji’ 1 :

1. Al-Qulyubi, Juz 111, HIm. 125
1558 35 (alaitlS O i 5l iy 35 il e Glii e e (3835) Al
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"Ucapan mushonif: "tirkah"™ maksudnya adalah benda yang
ditinggalkan mayit meskipun di peroleh karena suatu sebab atau
selain yang berbentuk harta seperti hak ikhtishosh meskipun berupa khamr
yang telah berubah menjadi cuka sesudah kematian mayit dan hukuman
atas penuduhan zina, khiyar, syuf’ah, dan hasil buruan sesudah kematian
mayit dari jaring perangkap yang dipasang sebelum kematian meskipun
kepemilikan jaring tersebut telah menjadi hak milik ahli waris, begitu pula
diyat pembunuhan meskipun dengan sebab dimaafkan dari hukuman gisos

dari ahli warisnya".

2. I'anatu al-Thalibin, Juz I11, HIm. 154
A a3 agled i e 05 U e sl e 0l g ¢ 3)
$3ad (el gd Y15 g Tl 5 Sy 28 ol Gkl 1) CaSadl Jaa g\l 3
"(Cabang). Hadiah yang diperoleh pada saat khitan adalah milik
ayah. Menurut sekelompok ulama’, hadiah tersebut menjadi hak milik
anak. Oleh karena itu ayah harus menerima hadiah tersebut. Pangkal
perbedaan terjadi manakala orang yang memberi hadiah memutlakkan
hadiah tersebut dan tidak menentukan salah satu dari keduanya. Jika tidak,

maka hak hadiah tersebut adalah bagi orang yang dimaksudkan".

3. Al-Majmu’, Juz 111, HIm. 137-138

QS adaay o (33,0 () 8a Y5 GOY G GLAN AN calia J8
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"Berkata pengarang kitab Adz-Dzakhoir, “Perbedaan antara gaji
dan upah sewa, bahwa gaji adalah memberi makan untuk dirinya dan
keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan upah sewa adalah

sesuatu yang terjadi dengan adanya persetujuan dari dua belah pihak™.



4. Nihayatu al-Muhtaj, Juz 1V, HIm. 300
& 8550 3all 3ag ALl 303

"Bahwa kelebihan yang dihasilkan sesudah kematian adalah hak
ahli waris".

Uang pensiunan PNS adalah sejumlah uang yang diberikan oleh
pemerintah kepada pegawai negeri/bekas pegawai negeri yang terakhir
sebelum berhenti sebagai pegawai negeri atau sebab ia telah meninggal
dunia. Pembentukan dan penyelenggaraan suatu dana pensiun ini telah
ditetapkan dalam peraturan pemerintah, sebagaimana yang tercantum
dalam Undang-Undang Rl Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun
Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Uang pemberian tersebut
telah dianggarkan negara dan diambilkan dari APBN/D (Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara atau Daerah) sebagai jaminan hari tua

sekaligus penghargaan atas jasa-jasa mereka dalam dinas pemerintahan.

Uang pensiun ini berasal dari tabungan yang diambil dari sebagian
gaji pegawai penerima pensiun sewaktu masih aktif dan jumlah pensiun
yang diterima oleh pegawai tersebut setelah pensiun. Jika pegawai
penerima uang pensiun tersebut meninggal dunia, maka uang itu akan

diberikan kepada isterinya.

Adapun besar kecilnya uang pensiun yang diberikan itu
diperhitungkan dengan jumlah gaji yang diterima oleh pegawai tersebut

sewaktu masih aktif.

Tidak semua orang berhak untuk mendapatkan uang pensiunan.
Karena pemerintah telah menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi.
Diantaranya adalah :

Yang berhak memberi pensiun adalah :

Pejabat yang berhak memberhentikan pegawai yang bersangkutan,

dibawah pengawasan dan koordinasi Kepala Kantor Urusan Pegawai.

Yang berhak mendapatkan uang pensiun adalah :



Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai
negeri jikalau ia pada saat pemberhentiannya masih berstatus sebagai
pegawai negeri. Atau telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun
dan mempunyai masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 tahun.
Atau ia dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga
karena keadaan jasmani atau rohani. Atau pegawai tersebut mempunyai
masa kerja sekurang-kurangnya 4 tahun dan oleh badan/pejabat yang
ditunjuk oleh Departemen Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi
dalam jabatan apapun juga karena keadaan jasmani atau rohani, yang tidak
disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatannya.

Pegawai negeri yang diberhentikan atau dibebaskan dari
pekerjaannya dengan hormat sebagai pegawai negeri karena penghapusan
jabatan, perubahan dalam susunan pegawai, penertiban aparatur negara
atau karena alasan-alasan dinas lainnya dan kemudian tidak dipekerjakan
kembali sebagai pegawai negeri dan pada saat pemberhentiannya sebagai
pegawai negeri itu telah berusia sekurang-kurangnya 50 tahun serta

memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun.

Pegawai Negeri yang setelah menjalankan suatu tugas negara tidak
dipekerjakan kembali sebagai pegawai negeri. la juga berhak menerima
pensiun-pegawai apabila ia diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai
negeri dan pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri ia telah
mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan memiliki masa kerja

untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun.

Apabila pegawai negeri pada saat ia diberhentikan sebagai pegawai
negeri telah memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10
tahun akan tetapi pada saat itu belum mencapai usia 50 tahun, maka
pemberian pensiun kepadanya ditetapkan pada saat ia mencapai usia 50
tahun. Namun Pemberian uang pensiun pegawai akan dihentikan apabila
penerima pensiun pegawai diangkat kembali menjadi pegawai negeri atau
diangkat kembali dalam suatu jabatan negeri.
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Selanjutnya apabila pegawai negeri atau penerima pensiun pegawai
meninggal dunia, maka yang berhak menerima uang pensiun tersebut
adalah isteri (isteri-isteri)nya untuk pegawai negeri pria atau suaminya
untuk pegawai negeri wanita, yang sebelumnya telah terdaftar pada Kantor
Urusan Pegawai. Jika pegawai negeri atau penerima pensiun pegawai pria
termaksud diatas beristeri lebih dari seorang, maka pensiun janda
diberikan kepada isteri yang paling lama ada pada waktu itu dan tidak

terputus-putus dinikahnya.

Hak isteri untuk mendapatkan pensiunan dapat dihapuskan oleh
pemerintah jika hubungan perkawinan dengan suami yang telah terdaftar
terputus atau janda/duda yang bersangkutan menikah lagi dengan lelaki

lain.

Lalu jika pegawai negeri penerima dana pensiun tidak mempunyai
isteri/suami lagi yang berhak untuk menerima pensiun janda/duda atau
bagian pensiun janda maka pensiun itu diberikan kepada anak/anak-
anaknya yang sesuai dengan Kriteria yang telah ditetapkan pemerintah.

Hak untuk menerima pensiun-pegawai atau pensiun-janda/duda
akan dihapus jika penerima pensiun-pegawai tidak seizin pemerintah
menjadi anggota tentara atau pegawai negeri suatu negara asing atau
menurut keputusan pejabat/badan negara yang berwenang ia dinyatakan
salah karena melakukan tindakan atau terlibat dalam suatu gerakan yang
bertentangan dengan kesetiaan terhadap Negara.

Penghapusan itu juga berlaku jika ternyata keterangan-keterangan
yang diajukan sebagai bahan untuk penetapan pemberian pensiun-
pegawai/pensiun janda/ duda/bagian pensiun-janda, tidak benar dan bekas
pegawai negeri atau janda/duda/anak yang bersangkutan sebenarnya tidak
berhak diberikan pensiun.

Ketatnya ketentuan pemerintah dalam permasalahan uang pensiun
ini  mengindikasikan bahwa mereka sangat berhati-hati dalam
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mengalokasikan dana tunjangan tersebut. Pemerintah menetapkan untuk
memperoleh pensiun pegawai menurut Undang-undang, pegawai negeri
yang bersangkutan diharuskan untuk mengajukan surat permintaan uang
pensiun terlebih dahulu kepada Kepala Kantor Urusan Pegawai, disertai
salinan sah dari surat keputusan tentang pemberhentian ia sebagai pegawai
negeri, daftar riwayat pekerjaan, daftar susunan keluarga serta beberapa

surat keterangan lainnya.

Dari penjelasan di atas timbul sebuah pertanyaan, bersetatus

apakah uang pensiun tersebut ?

Permasalahan uang pensiun ini sangat erat kaitannya dengan dua
istilah yang sudah familiar di kalangan para intelektual figih, yakni Ujroh
(upah, gaji) dan Rizq (pemberian). Karena jika dipandang dari satu sisi,
sekilas karakteristik uang pensiun mirip dengan Ujroh (upah). Sebab, uang
tersebut berasal dari tabungan yang diambil dari sebagian gaji pegawai
penerima pensiun sewaktu masih aktif bekerja dan mengabdi pada
pemerintah. Namun di sisi lain, bila melihat realita yang ada, sebenarnya
uang pensiun yang diberikan kepada penerima pensiun tersebut tidak
sepenuhnya berasal dari jumlah uang tabungan dari penerima pensiun,
karena apabila ada seseorang pegawai negeri tetap yang baru bekerja enam
bulan misalnya, kemudian dia meninggal dunia, maka isterinya berhak
menerima pensiun selama hidupnya, dengan catatan tidak kawin lagi
dengan orang lain. Sebaliknya jika ada seseorang pegawai negeri yang
sudah 40 tahun bekerja, kemudian meninggal dunia dan setelah 5 bulan
isterinya kawin lagi dengan orang lain, maka isteri tersebut sudah tidak
berhak menerima uang pensiun, padahal menurut perhitungan akal,

tabungan mantan suaminya masih banyak jumlahnya.

Rizqg (pemberian) dan Ujroh (upah) bukanlah dua kata yang sama
artinya. Keduanya berbeda satu sama lain sebagaimana keterangan yang
terdapat dalam kitab Dzakhoir. Dalam kitab tersebut, Rizq itu
didefinisikan sebagai sebuah pemberian yang mencukupi bagi seseorang
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bersama keluarganya, sedangkan Ujroh adalah sebutan untuk sesuatu yang
diberikan atas dasar saling rela (suka) — (Abu Zakariya Muhyiddin Yahya
bin Syarof al-Nawawi, al-Majmu” Syarh al-Muhadzab, Juz : 3) . Imam al-
Mawardi sendiri dalam kitabnya yakni Al-Hawy fi figh al-syafii,
menjelaskan bahwa diantara yang berhak mendapatkan Rizq adalah para
tentara perang yang berjihad untuk memperjuangkan agama Islam — (al-
Mawardi, Al-Hawy Fi Figh al-Syafi'i, Juz : 8, Hal : 443). Mereka
mendapatkannya jika nama-nama mereka sudah tercantum dalam buku
penerima gaji. Sehingga yang tidak tercantum namanya tidak akan
mendapatkannya. Di samping itu, pemberian gaji itu juga merata sampai
kepada istri dan anak-anak mereka — (Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-
Haitami, Nihayah al-Minhaj Syarh al-Minhaj, Juz : 5, Hal : 291).

Penjelasan ini menguatkan bahwa dana pensiunan adalah termasuk Rizq.
Karena pegawai negeri juga tercatat dalam buku penerima gaji dan
berdasarkan penentuan seorang imam (pemimpin tertinggi) sama seperti
para tentara perang. Dalam masalah jihad, para tentara perang akan
memperoleh Rizq dari imam dengan tujuan supaya mereka bisa fokus
dalam berjihad dan tidak memikirkan biaya keluarganya. Keadaan ini juga
sama seperti yang terjadi pada PNS.

Syaikh Nawawi dalam kitab Tausyih-nya juga menjelaskan
bahwasanya seorang imam itu boleh mengalokasikan sisa gaji dari orang-
orang yang mendapatkan Rizq kepada Mashalih al-
Muslimin(kemaslahatan-kemaslahatan kaum muslimin). Termasuk dalam
hal ini orang-orang yang berilmu (alim) atau para Kyai, bahkan anak
mereka juga akan mendapatkan dana itu setelah mereka wafat. Dari
penjelasan di atas sudah sepatutnya pemerintah juga mengalokasikan dana
pensiun tersebut kepada para kyai beserta anak-anak mereka — (Abu
Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, IThya” Ulumuddin, Juz : 2
Hal : 140).
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Dengan demikian, bisa disimpulkan dari uraian-uraian di atas
bahwa dana pensiunan itu diperbolehkan dan termasuk Irzaq (pemberian).
Meskipun ada sebagian ulama’ yakni Syaikh Muhammad al-Hamid dalam
kitabnya Rudud "Ala Abathil, tidak memperbolehkan mengambil dana
pensiun dengan alasan tidak ada wujud pekerjaan yang layak ada

imbalannya, karena ia telah dianggap sudah tidak menjadi pegawai.

Ketika Kkita mengacu pendapat yang memperbolehkan dana
pensiun, apakah uang tersebut termasuk tirkah (harta peninggalan mayit) ?
Pertama kita harus mengetahui pengertian tirkahterlebih dulu. Dalam
Kitab Hasyiata Qolyubi Wa “Umairah, karya monumental dua ulama’
terkemuka yaitu Syaikh Syihabuddin al-Qolyubi dan Ahmad al-Burlusi

"Umairah disebutkan bahwa pengartian tirkah adalah :
GaliaihE Jla i 3 iy 3l cdall el
Artinya :

“Sesuatu yang telah ditinggalkan oleh mayit, baik berupa harta maupun

selainnya seperti ikhtishos.”

Dari definisi tirkah diatas dapat ditarik sebuah konklusi bahwa
sesuatu yang ditinggalkan bisa dianggap tirkah kalau memang sudah
dimiliki oleh mayit, bukan sesuatu yang akan dimiliki — (Syihabuddin al-
Qolyubi dan Ahmad al-Burlusi "Umairah, Hasyiyata al-Qolyubi Wa
"Umairah, Juz : 3 Hal : 125). Hal ini bisa dipahami dari ibarat (teks) yang
menggunakan fi’il madli (pekerjaan yang sudah lewat). Dengan demikian,
gaji pensiunan tidak dapat dianggap sebagai harta warisan karena ia adalah

sejumlah uang yang akan diterima dan akan berpindah ke ahli waris itu.

Bisa disimpulkan dari deskripsi di atas bahwa uang pensiunan yang
diberikan oleh pemerintah itu tidak dimasukkan dalam penghitungan harta
yang diwasiatkan. Dan ia juga tidak dikenal dalam kitab-kitab figih klasik
sehingga tidak ada istilah khusus untuk menyebut uang pensiun itu.
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Karena ia hanya merupakan santunan yang aturannya sudah ditetapkan

oleh pemerintah sendiri.
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Lampiran 111

PEMBAGIAN WARISAN

Pertanyaan Dari:
Siti Aminah, JI. Kaliurang Yogyakarta
(disidangkan pada Jum’at, 19 Rabiul Akhir 1429 H / 25 April 2008 M)

A. Pertanyaan:

Saya SA, suami saya ZP meninggal dunia pada Oktober 2007.
Saya adalah isteri kedua, menikah dengan beliau pada tahun 1980.
Dikaruniai seorang anak perempuan FZ.

Sebelum menikah dengan saya, beliau telah menikah dengan
seorang perempuan bernama MS, yang meninggal dunia pada tahun 1977.
Dari perkawinan ini dikaruniai lima orang anak, yang pertama laki-laki
bernama DZ, yang kedua laki-laki bernama SZ, yang ketiga perempuan
bernama MZ, yang keempat laki-laki bernama AZ, dan yang kelima laki-
laki bernama NZ.

Semua anak-anak almarhum baik dari perkawinan dengan isteri
pertama maupun dengan saya sudah menikah atau berkeluarga. Namun DZ
anak pertama beliau sudah meninggal pada tahun 2003 dan meninggalkan
seorang isteri dan dua orang anak perempuan.

Alhamdulillah dalam kehidupan kami cukup harmonis baik dengan
almarhum suami, maupun dengan anak-anak beliau dan anak kami
sendiri. Nyaris tidak terasa ada ibu tiri, anak tiri, dan saudara lain ibu.

Saat kami menikah, almarhum sudah memiliki rumah yang kami
tempati sekarang seorang diri (hanya dengan seorang pembantu). Rumah
tersebut dibangun selama perkawinan dengan isteri pertama.

Di saat kami menikah almarhum juga mempunyai tabungan
sebesar Rp. 10.000.000,- yang kemudian tabungan itu selalu bertambah,
dan pada tahun 1985 almarhum membeli tanah seharga Rp. 15.000.000,-.

Pada tahun 1995 di atas tanah itu oleh almarhum dibangun sebuah rumah
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dan dilengkapi dengan perabotnya. Rumah ini sekarang kami sewakan.
Pada saat meninggal beliau juga meninggalkan tabungan sebesar Rp.
20.000.000,-. Selain itu almarhum juga memiliki sawah dan kebun warisan
di kampung halamannya. Luas sawah kurang lebih 3.000 m2, sedangkan
kebunnya kurang lebih 4.000 m2.

Kami semua sepakat untuk membagi harta warisan secara Islam.
Mohon dijelaskan cara pembagiannya. Termasuk untuk isteri dan anak
dari DZ yang telah meninggal terlebih dahulu. Saya sekarang masih
menerima pensiun janda, apakah juga termasuk harta waris yang harus

dibagi? Terimakasih.

. Jawaban:

Untuk menjawab pertanyaan yang saudara ajukan, perlu
kiranya kami susun sistematika jawaban sebagai berikut agar lebih mudah
untuk dipahami dan akan sangat membantu dalam menentukan jumlah
kekayaan ZP (suami) yang diwariskan dan siapa saja pewarisnya.

1. Penyelesaian harta peninggalan MS (isteri pertama) secara Islam.

2. Kedudukan cucu bersama keberadaan anak-anak.

3. Kedudukan isteri dari DZ (anak pertama yang meninggal sebelum
ZP) atau Menantu dari ZP.

4. Status gaji pensiun, apakah termasuk harta waris atau bukan.

5. Pembagian harta warisan ZP secara Islam.

a. Penyelesaian Harta Peninggalan MS (Isteri Pertama) secara Islam

Dengan meninggalnya MS, secara hukum akan terjadi

peristiwa pewarisan, yang diwarisi adalah harta MS dan pewarisnya
adalah suami dan anak-anaknya. Harta MS terdiri dari:

1. Harta bawaan, yakni harta milik MS yang diperoleh atau dimiliki
sebelum perkawinan dengan ZP, dan harta yang diperoleh sebagai
hadiah dan warisan.

2. Separoh dari harta bersama dengan ZP, yakni harta yang

didapatkan oleh ZP dan MS semenjak akad perkawinan
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dilangsungkan sampai dengan akhir hayat MS. Ketentuan ini
didasarkan kepada pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam
(KHI) yang berbunyi: “Apabila terjadi cerai mati maka separoh
harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih
lama”. Dengan ketentuan tersebut ZP memperoleh separuh harta
bersama, sedang separuhnya lagi adalah menjadi harta MS yang
kemudian akan menjadi bagian dari harta peninggalan yang akan
diwarisi oleh ahli warisnya.

Jadi keseluruhan harta peninggalan MS adalah separuh harta
bersama dengan ZP ditambah dengan harta bawaan jika ada.

Sebelum harta dibagikan kepada ahli waris terlebih dahulu
digunakan untuk biaya perawatan jenazah seperti biaya untuk membeli
kain kafan, ongkos menggali kuburan dan lain-lain, membayar hutang jika
MS mempunyai hutang, baik hutang kepada Allah SWT seperti zakat yang
belum terbayar, nadzar yang belum terlaksana dan sebagainya maupun
hutang kepada sesama; dan untuk menunaikan wasiat jika MS pernah
berwasiat selama hidupnya. Allah SWT berfirman:

&5 B 35 G 8 b A5 Gel sl &) 41551 &1 s Lk &1

CRo ) 5 s 50 5315 0 51 Ly Gosem s Moms 38 e (R L

31 Cisla s 0 (e 2855 e (2 g 315 &1 & (8 315 &

NS &G 085 U8 (s o

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang

ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika

isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat

dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka
buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya...”. [QS. an-Nisa’ (4): 12]

Setelah harta peninggalan dikurangi dengan biaya-biaya perawatan
jenazah dan selainnya seperti yang telah disebutkan di atas, maka langkah
selanjutnya adalah membagikannya kepada ahli waris, yang dalam hal ini
yaitu: ZP sebagai suami serta DZ, SZ, MZ, AZ, dan NZ sebagai anak-
anaknya. Dapat digambarkan dengan diagram sebagai berikut:
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b. Cara Pembagian:

1.  Suami (ZP) mendapatkan %2 dari seluruh harta waris yang
ditinggalkan MS, berdasarkan firman Allah SWT di dalam QS. an-Nisa’
(4): 12 seperti tersebut di atas.

2. Sisanya yaitu % dari harta waris yang ditinggalkan MS dibagikan
kepada lima orang anaknya dengan ketentuan bagian untuk seorang anak
laki-laki sama dengan bagian untuk dua orang anak perempuan, atau
dengan kata lain bagian seorang anak laki-laki dua kali bagian seorang
anak perempuan. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah di dalam QS. an-
Nisa’ (4): 11.

Pl B8 08 i) s e RN &0y 51 8 2aa

Artinya: “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian waris untuk)
anak-anakmu, yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua
orang anak perempuan.” [QS. an-Nisa’ (4): 11]

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa:

a.Bagian untuk empat orang anak laki-laki adalah 4x2=8
b.Bagian untuk seorang anak perempuan adalah 1x1=1
Jumlah =9

Untuk menetapkan bagian masing-masing dapat dirumuskan sebagai

berikut:

1) Bagian untuk empat orang anak laki-laki adalah 8/9 x % (sisa

dari harta waris peninggalan MS). Jadi bagian untuk setiap anak laki-laki

adalah ¥4 x bagian empat orang anak laki-laki.

2) Sedangkan bagian untuk seorang anak perempuan adalah 1/9 X %

(sisa dari harta warispeninggalan MS).

c. Contoh Pembagian:

1. Seandainya harta bawaan MS (baik berupa tanah, kebun, uang
tabungan dan lain-lain) sebesar Rp. 120.000.000,-.
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2. Seandainya harta bersama, yang dari pertanyaan dapat diketahui
berupa:

a. Rumah yang saat ini ditempati oleh SA, misalnya seharga Rp.
120.000.000,-, yang berarti separohnya untuk MS sebesar Rp.
60.000.000,-.

b. Tabungan sebesar Rp. 10.000.000,-, yang berarti separohnya untuk MS
sebesar Rp. 5.000.000,-.

Jadi, jumlah separoh harta bersama yang menjadi bagian MS sebesar Rp.

65.000.000,-, sama dengan bagian ZP sebesar Rp. 65.000.000,-.

c. Biaya perawatan jenazah dan selainnya sebesar Rp. 5.000.000,-.

Dengan demikian dapat ditentukan bahwa harta waris peninggalan MS

adalah harta bawaan ditambah separoh harta bersama dikurangi biaya

perawatan jenazah dan selainnya, dengan rumus berikut ini:

d. Harta bawaan Rp. 120.000.000,- + separoh harta bersama Rp.
65.000.000,-

= Rp. 185.000.000,-

e. Biaya perawatan jenazah dan selainnya =Rp. 5.000.000,- _
Harta waris peninggalan MS = Rp. 180.000.000,-
d. Penyelesaian:
1. Bagian ZP (suami) adalah % x Rp. 180.000.000,- = Rp.
45.000.000,-.
2. Bagian lima orang anak adalah % x Rp. 180.000.000,- = Rp.
135.000.000,-.

3. Bagian empat orang anak laki-laki adalah 8/9 x Rp. 135.000.000,-
= Rp. 120.000.000,- Jadi, bagian setiap anak laki-laki adalah % x
Rp. 120.000.000,- = Rp. 30.000.000,-.

4. Bagian seorang anak perempuan adalah 1/9 x Rp. 135.000.000,-
= Rp. 15.000.000,-.

Dari uraian tersebut dapatlan diketahui bahwa dengan
meninggalnya MS, maka ZP memiliki harta berupa separoh harta

bersama sebesar 65 juta dan bagian harta warisan MS sebesar 45 juta
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serta harta bawaan lain seperti sawah = 3.000 m2 dan kebun + 4.000
m2.
e. Kedudukan Cucu Bersama Keberadaan Anak-anak

ZP memiliki dua cucu perempuan dari DZ (anak pertama ZP) yang
telah meninggal lebih dulu. Kedudukan kedua cucu perempuan tersebut
tetap memperoleh bagian harta peninggalan ZP sebagai pengganti
kedudukan ayahnya (DZ). Hal ini didasarkan pada Kompilasi Hukum
Islam pasal 185 ayat 1, yang menyatakan: “Ahli waris yang meninggal
lebih dulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh
anaknya ..."”".

Oleh sebab itu, jumlah ahli waris dari ZP selain isterinya (SA)
tetap enam orang dengan rincian yaitu: empat orang anak laki-laki dari ZP
(tiga orang anak laki-laki yang masih hidup dan DZ yang sudah
meninggal, kedudukannya ditempati dua anak perempuannya), dan dua
orang anak perempuan (satu orang anak perempuan dari MS yaitu MZ dan
satu orang anak perempuan dari SA yaitu FZ). Untuk lebih jelasnya dapat
dilihat gambar berikut.

f. Kedudukan Isteri dari DZ (Anak Pertama yang meninggal
sebelum ZP) atau Menantu dari ZP.

Dalam hukum waris isteri memperoleh bagian disebabkan karena
hubungan pernikahan, bukan karena hubungan nasab. Oleh karena itu,
dengan meninggalnya ZP, isteri dari DZ (menantu ZP) tidak termasuk ahli
waris ZP (lihat gambar di atas). Namun ia memperoleh bagian dari harta
peninggalan DZ selaku suami yang meninggal lebih dulu (meninggal
tahun 2003) daripada ZP (meninggal tahun 2007). Begitu pula keberadaan
ZP sebagai ayah juga berhak menerima harta peninggalan DZ yang akan
mempengaruhi jumlah harta ZP.

g. Status Harta Pensiun

Harta pensiun tidak termasuk dalam kategori harta waris, tetapi
merupakan hak isteri. Selain itu jatah pensiun juga akan terhenti pada saat
janda tersebut kembali menikah atau meninggal dunia, serta hak dana

pensiun untuk isteri tidak dapat diwariskan kepada anak-anaknya.
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h. Pembagian Harta Warisan ZP secara Islam

Sebelum melakukan pembagian harta warisan ZP, perlu diketahui pula
harta bersama milik ZP dan SA sebagai pasangan suami-isteri, yang
masing-masing berhak atas separoh bagian dari harta bersama
tersebut. Separoh menjadi milik ZP yang kemudian akan diwariskan, dan
separoh yang lain menjadi bagian SA.

Sebenarnya, untuk menghitung harta bersama ZP dengan SA, tidak
berbeda dengan penyelesaian harta bersama antara ZP dengan MS. Namun
dalam pertanyaan yang diajukan, ada hal yang kurang jelas berkenaan
dengan pembelian tanah seharga Rp. 15.000.000,-. Apakah pembelian
tanah itu murni dari harta bersama antara ZP dan SA ataukah di dalamnya
termasuk tabungan Rp. 10.000.000,- yang merupakan harta bersama antara
ZP dengan MS? Kalau murni harta bersama antara ZP dengan SA, maka
tinggal dibagi sama besar antara ZP dengan SA. Tetapi, jika termasuk
tabungan Rp. 10.000.000,-, maka perlu dikurangi terlebih dahulu dengan
separoh harta bersama ZP dengan MS yang menjadi bagian MS sebesar
Rp. 5.000.000,- dan separoh lagi sebagai harta bawaan ZP sebesar Rp.
5.000.000,-, sehingga harta bersama antara ZP dengan SA sebesar Rp.
5.000.000,- dari harga tanah Rp. 15.000.000,-. Dengan demikian, separoh
harta bersama yang menjadi bagian SA adalah Rp. 2.500.000,-.

Adapun rumah yang didirikan di atas tanah yang telah dibeli tersebut

beserta perabotnya merupakan harta bersama ZP dengan SA, misalnya

seharga Rp. 100.000.000,-, maka bagian ZP dan SA masing-masing Rp.

50.000.000,-. Selain itu, masih ada tabungan lain ZP yang diasumsikan

sebagai harta bersama sebesar Rp. 20.000.000,-, sehingga bagian ZP dan SA

masing-masing Rp. 10.000.000,-.

Dengan demikian, jelaslah bahwa harta bersama ZP dengan SA

adalah sebesar Rp. 125.000.000,- yang terdiri dari:

a.
b.

C.

Tabungan sebesar Rp. 5.000.000,-
Rumah senilai Rp. 100.000.000,-
Tabungan lain sebesar Rp. 20.000.000,-
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Dari harta bersama itu, masing-masing mendapat separoh bagian harta
bersama, sehingga bagian ZP sebesar Rp. 62.500.000,- dan bagian SA
sebesar Rp. 62.500.000,-.

Tim Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid
Pimpinan Pusat Muhammadiyah

E-mail: tarjih_ppmuh@yahoo.com dan ppmuh_tarjih@yahoo.com
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